SISTEM PENGUPAHAN DI INDONESIA

Sistem Penentuan Upah (pengupahan) yang berlaku di
Indonesia adalah sistem yang berbasis indeks biaya hidup
dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per Kapita sebagai
proksi dari tingkat kemakmuran, dengan kata lain
berbasiskan angka Kehidupan hidup layak (KHL) dan tingkat
inflasi.

Sistem pengupahan di Indonesia juga mendasarkan
penentuannya melalui mekanisme konsultasi tripartit dalam
menetapkan upah minimum antara wakil pengusaha, wakil
pekerja dan wakil dari pemerintahan.

Wakil pemerintahan selain dalam fungsinya sebagai
fasilitator dan mediator bila diperlukan pada akhirnya akan
juga Dberperan sebagai pengambil kebijakan sekaligus
mengesahkannya secara hukum.



DEFINISI UPAH

Upah bagi pekerja merupakan hak yang harus diperoleh karena nilai
sumbangsihnya dalam proses produksi menciptakan nilai tambah.

Upah harus mencerminkan nilai jabatan yang dipangku seseorang di suatu
organisasi perusahaan dan organisasi-organisasi pada umumnya dalam
suatu industri. Nilai jabatan yang lebih tinggi akan memberikan besaran
upah yang lebih tinggi.

Besarnya upah yang diterima seseorang atau perbedaan nilai jabatan harus
mencerminkan rasa keadilan dalam organisasi itu (equity) dan nilai jabatan
yang ada di pasar (kompetitif).

Tidak ada kenaikan upah tanpa kenaikan nilai jabatan kecuali bagi

perusahaan yang mampu dapat melakukan penyesuaian atau pemberian
insentif untuk mempertahankan karyawan yang baik.

Mekanisme penyesuaian diatur dalam ketentuan perusahaan dengan
mempertimbangkan prestasi kerja yang telah dicapai secara individu



TUJUAN PENGUPAHAN

Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja
dan pertumbuhan produksi, khususnya bagi tenaga kerja penerima
upah dan gaji rendah merupakan sasaran bagi pelaksanaan
kebijaksanaan di bidang pengupahan. Dengan kebijaksanaan
tersebut diharapkan akan mempersempit perbedaan upah untuk
jabatan yang sama, baik antar wilayah, antar sektor maupun antar
perusahaan.

Dalam rangka itu ketentuan upah minimum diberlakukan agar
penetapan upah berada di atas kebutuhan hidup minimum.
Penetapanupah minimum mencakup upah minimum regional,
sektoral dan sub-sektoral yang sekaligus diarahkan untuk
meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan
produktivitas serta mengupayakan pemerataan pendapatan dalam
rangka menciptakan keadilan sosial.



PENETAPAN UMR

Pemerintah telah resmi menandatangani Surat Keputusan
Bersama (SKB) 4 menteri mengenai penetapan Upah Minimum
Regional (UMR). SKB ini intinya akan mengatur penetapan
upah minimum berdasarkan negosiasi bipartit antara
manajemen dan buruh.

Pemerintah kini tidak lagi ‘ikut campur’ dalam negosiasi UMR
terutama dalam masa krisis global karena kalau kondisi
normal melakukan negosiasi tripartit



Tujuan SKB ini untuk mencegah dampak krisis finansial
terhadap sektor-sektor riil, terutama untuk mencegah
terjadinya PHK.

Sebelumnya UMR itu ditetapkan oleh Undang-undang No
13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, namun dengan
kondisi sekarang ini perlu dilakukan pendekatan khusus
yaitu dengPenetapan UMR ini diharapkan tidak melebihi
dari pertumbuhan ekonomi karena akan berdampak pada
tekanan sektor riil yang pada akhirnya memicu PHK.

an bipartit.



UMR terdiri dari :

UMK ( Upah Minmum Kabupaten/Kota)
UMP ( Upah Minimum Provinsi )



UMK JAWA BARAT

Kota/Kab

1. Kota Bogor

2. Kab Bogor

3. Kota Depok

4. Kota Bekasi

5. Kab Bekasi

6. Kab Karawang

7. Kab Purwakarta
- Non-garmen dll

8. Kab Subang
9. Kota Sukabumi

10. Kab Sukabumi

11

12. Kab Bandung Barat

13

14. Kota Bandung

15

16. Kab Sumedang
- UM di luar Kec Tanjungsari dll
Kab Majalengka

17.
18
19
20
21
22
23
24
25
26

. Kab Cianjur
. Kota Cimahi

. Kab Bandung

. Kab Cirebon
. Kota Cirebon
. Kab Kuningan

. Kab Indramayu

. Kab Garut

. Kota Tasikmalaya
. Kab Tasikmalaya

. Kab Ciamis
. Kota Banjar

UMK
Rp 893.412
Rp 991.714
Rp 1.078.000
Rp 1.089.000
Rp 1.084.140
Rp 1.058.181
Rp 839.300
Rp 939.600
Rp 670.000
Rp 770.000
Rp 630.000
Rp 677.600
Rp 1.011.064
Rp 1.019.000
Rp 1.044.630
Rp 1.000.950
Rp 995.000
Rp 809.000
Rp 680.000
Rp 746.000
Rp 765.000
Rp 634.500
Rp 769.500
Rp 700.000
Rp 705.000
Rp 700.000
Rp 636.195
Rp 633.500

Kenaikan
7,64%
13,57%
12%
10%
10,63%
16%
10%
8%
6,35%
10%
10,24%
10%
12,84%
11,87%
11,25%
12,30%
12,30%
15,57%
12,40%
12,86%
12,17%
10,93%
10,56%
12,63%
11,46%
12,63%
11%
11,14%



UMK DI JABAR 2009:

* UMK Tertinggi: Kota Bekasi (Rp 1.089.000)
* UMK Terendah: Kabupaten Sukabumi(Rp
630.000)

* Kenaikan UMK Tertinggi: Karawang (16%)
* Kenaikan UMK Terendah: Subang (6,35%)



PENANGGUHAN UMK

Prosedur Penangguhan UMK

MENURUT Kepala Disnakertrans Jabar Mustopa, penangguhan UMK bisa

saja dikabulkan tapi sebelumnya harus melalui prosedur yang sudah

ditetapkan, yakni:

1. Harus ada kesepakatan bipartit (unsur pengusaha dan unsur
pekerja) tertulis lengkap dengan berita acaranya untuk
mengajukan penangguhan.

2. Diajukan ke Dinas Tenaga Kerja, lalu dipelajari oleh Dewan
Pengupahan setempat untuk diajukan ke bupati/wali kota.

3. Setelah bupati/wali kota setuju, perusahaan yang bersangkutan

mengajukan penangguhan ke Gubernur melalui Dinas Tenaga

Kerja.

4. Disnakertrans bersama pihak terkait termasuk Dewan
Pengupahan Provinsi akan membahas dan meneliti ajuan
penangguhan itu.

* Jika bisa dikabulkan, paling lama berlakunya penangguhan adalah 12

bulan. (ddh)



Bab X
Bagian Kedua
Tentang “Pengupahan”

UU NO. 13 TAHUN 2003



PASAL 88

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan
kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) meliputi :

a. upah minimum;

b. upah kerja lembur;

c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f. bentuk dan cara pembayaran upah;

g. denda dan potongan upah;

h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

I. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;

J. upah untuk pembayaran pesangon; dan

K. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a
berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mem-perhatikan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi.



PASAL 89

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat
terdiri

atas:
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada
pencapaian

kebutuhan hidup layak.

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur
dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau
Bupati/Walikota.

(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak
sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.



PASAL 90

(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih
rendah dari upah minimum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 89.

(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar
upah minimum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.

(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatur dengan

Keputusan Menteri.



PASAL 91

(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan
antara pengusaha dan

pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak
boleh lebih rendah dari

ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) lebih rendah atau

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
kesepakatan tersebut batal demi

hukum, dan pengusaha wajib membayar upah
pekerja/buruh menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.



PASAL 92

(1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah
dengan memperhatikan golongan,

Jabatan, masa Kkerja, pendidikan, dan kompetensi.

(2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara
berkala dengan memperhatikan

kemampuan perusahaan dan produktivitas.

(3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diatur dengan Keputusan Menteri.



PASAL 93

(1)
(2)

Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib
membayar upah apabila :

a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya
sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan,
mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran
kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua
atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;

d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan
kewajiban terhadap negara;

e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalan-kan ibadah
yang diperintahkan agamanya;

f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi
pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun
halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;

h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan
pengusaha; dan

i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.



(3) Upahyang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) huruf a sebagai berikut :
a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan
d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah
sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
(4) Upahyang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf ¢ sebagai berikut :
a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar
untuk selama 2 (dua) hari; dan
g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1(satu) hari.
(5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.



PASAL 94

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan
tunjangan tetap maka besarnya

upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus)
dari jumlah upah pokok

dan tunjangan tetap.



PASAL 95

(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau
kelalaiannya

dapat dikenakan denda.

(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan
keterlambatan

pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah
pekerja/buruh.

(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau
pekerja/buruh,

dalam pembayaran upah.
(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari
pekerja/buruh

merupakan utang yang didahulukan pem-bayarannya.



PASAL 96 & 97

Pasal 96

Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala
pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi
kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun
sejak timbulnya hak.

Pasal 97

Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan
Pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan
pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88,
penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.



